
Anggaran Infrastruktur Pessel Terbesar di Kecamatan Sutera

PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, menyebutkan,

anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan yang
terbesar adalah di Kecamatan Sutera.

"Setidaknya sekitar Rp22 miliar dana pusat sudah direalisasikan untuk pembangunan jalan,

dan sejumlah infrastruktur lainnya disini," kata Bupati Hendrajoni saat membuka
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sutera, Selasa (3/3).

Untuk tahun ini, lanjut bupati, pembangunan di Kecamatan Sutera bakal di fokuskan ke

irigasi, puskesmas, dan pasar. Bahkan, hasil musrenbang tersebut bakal segera dibahas di
tingkat kabupaten.

"Sekitar 23 kilometer pembangunan jalan sudah direalisasikan di Kecamatan Sutera.

Selanjutnya, kami berencana bakal membangun Puskesmas di Nagari Kayu Gadang, Pasar

Sutera, Irigasi Nagari Aur Duri, dan sejumlah prasarana lainnya," ucapnya lagi.

Menurutnya, pembangunan jalan, irigasi dan pasar merupakan hal penting yang mesti

dilaksanakan tanpa meninggalkan antara satu dengan yang lainnya karena saling berkaitan.

“Semuanya bakal dilaksanakan secara serentak, sehingga benar-benar berdampak baik pada

peningkatan ekonomi masyarakat setempat”tuturnya.

Sementara itu, Camat Sutera, Fachrudin mengatakan secara keseluruhan usulan rencana

pembangunan di tingkat kecamatan mencapai 324 usulan, selanjutnya digodok, hingga

mengerucit menjadi 88 usulan.

“InsyaAllah, secara keseluruhan usulan tersebut sudah mewakili seluruh pembangunan di
Kecamatan Sutera,”ujarnya.

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan
atau tambahan informasi dari aspek hukum



Dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sutera, katanya dibagi menjadi enam sektor

kawasan unggulan, yakni Gambir seluas 3.420 hektare kemudian potensi perkebunan lainnya

adalah sawit seluas 3.630 hektare.

“Selanjutnya sektor unggulan lainnya adalah pertanian, peternakan, pergadangan, perikanan

dan wisata,”ucapnya.(h/kis)

Sumber Berita :

HARIANHALUAN.COM, 03 Maret 2020

Catatan Berita :

 Anggaran Infrastruktur diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014

tentang percepatan penyediaan insfrastruktur prioritas dan Peraturan Presiden Nomor

122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014

 Infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap

perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya

diprioritaskan

 Penyediaan infrastruktur prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau

meningkatkan kemampuan infrastruktur prioritas, kegiatan pengelolaan infrastruktur

priotitas, dan/atau pemeliharaan infrastruktur prioritas dalam rangka meningkatkan

kapasitas atau layanan infrastruktur prioritas

 Dukungan pemerintah adalah kontribusi fiskal atau nonfiskal yang diberikan oleh

menteri, kepala lembaga, dan/atau kepala daerah sesuai kewenangannya masing-

masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan

 Penyediaan infrastruktur prioritas dilakukan dengan prinsip kemanfaatan, terpadu,

efisien dan efektif

 Jenis infrastruktur prioritas mencakup: Infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air

minum, air limbah, sarana persampahan, telekomunikasi dan informatika, fasilitas

pendidikan, kawasan, pariwisata dan kesehatan

 Pendanaan penyediaan infrastruktur prioritas bersumber dari : APBN, APBD, Badan

Usaha melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha, BUMN, BUMD

dan/atau sumber dana lainnya


